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. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada
Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan
tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan
Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kehutanan dan Perkebunan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan
Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional,
sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan
dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
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Indo

nesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3687), perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Tempat Pengumpulan” adalah
tempat untuk pengumpulan hasil penebangan disekitar petak
kerja tebangan yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Tempat Pengumpulan” adalah
tempat untuk pengumpulan hasil pemanenan disekitar
tempat pemanenan yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Tempat Sumber Benih” adalah
tempat asal sumber benih baik dari dalam negeri atau luar
negeri.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
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